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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara serta adanya indikasi penurunan 

kontribusi pajak dari sektor manufaktur yang memunculkan dugaan praktik penghindaran pajak. Dalam konteks teori 

stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, sehingga transparansi melalui pengungkapan ESG menjadi salah satu 

bentuk akuntabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh 

dari laporan tahunan dan sustainability report perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh 44 perusahaan sebagai sampel penelitian selama tiga tahun pengamatan, 

dengan total 132 data observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model 

(REM) menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan environmental 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan 

lingkungan yang tinggi cenderung melakukan strategi perencanaan pajak tertentu. Sementara itu, pengungkapan social dan 

governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek ESG 

memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi serta menjadi pertimbangan bagi regulator, investor, dan 

perusahaan dalam memahami hubungan antara praktik keberlanjutan dan kebijakan perpajakan perusahaan. 

Kata kunci: Lingkungan, Sosial, Tata Kelola, Penghindaran Pajak 

1. Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, menekankan pentingnya pajak sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk sebuah 

perusahaan, pajak merupakan salah satu akun beban yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan dan akun ini 

dapat mengurangi keuntungan yang didistribusikan untuk pemegang saham. Pajak dianggap sebagai beban bagi 

perusahaan karena mengurangi laba bersih yang dapat diberikan kepada investor atau pemegang saham serta 

diinvestasikan kembali. Menurut Astuti & Aryani (2016) pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan 

mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. 

Perusahaan sering kali khawatir tentang pajak karena berdampak pada profitabilitas dan menjadi beban yang 

mencegah ekspansi bisnis (Hidayat & Zuhroh, 2023).  

Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan perusahaan, semakin besar pula sumbangsih terhadap penerimaan 

negara dalam APBN. Penerimaan negara tersebut dapat bersumber dari pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah. 

Pendapatan negara APBN pada tahun 2022 sebesar 1.846 Triliun, tahun 2023 sebesar 2.463 Triliun, tahun 2024 

sebesar 2.492,7 Triliun. Dari data APBN 2022-2024 tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak periode 2022-

2024 menunjukkan kenaikan pendapatan negara, meskipun penerimaan pajak nasional mengalami peningkatan 

dibandingkan periode sebelumnya, namun penerimaan pajak dari sektor manufaktur justru mengalami penurunan. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi dari sektor-sektor lain meningkat, sektor manufaktur 
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menghadapi tantangan yang berdampak pada kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat 

disebabkan oleh penurunan produksi, efisiensi biaya, atau tekanan ekonomi lainnya yang memengaruhi kinerja 

sektor tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak di Indonesia perlu diperkuat untuk mengoptimalkan 

beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara setelah pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. 

Perusahaan manufaktur adalah entitas bisnis yang bergerak dalam kegiatan pengolahan bahan baku atau komponen 

menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah melalui proses produksi. Perusahaan manufaktur merupakan salah 

satu kontributor utama penerimaan negara yang diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa kontribusi pajak sektor 

manufaktur mengalami penurunan bertahap dari 29,10% pada tahun 2022 menjadi 27,30% pada tahun 2023, dan 

semakin menurun hingga 25,64% pada tahun 2024. Penurunan kontribusi pajak ini tidak hanya mengindikasikan 

adanya tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sektor manufaktur, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai 

kemungkinan meningkatnya penghindaran pajak (tax avoidance) di kalangan perusahaan manufaktur. 

 

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id 

Gambar 1 Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur Tahun 2022-2024 

Upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan upaya yang sadar dengan 

cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Penghindaran pajak berarti melakukan 

pengambilan keputusan yang mengarah pada kewajiban pajak yang lebih kecil jika dibandingkan dengan memilih 

opsi lain apabila dalam pelaksanaanya menyebabkan perusahaan menanggung beban pajak yang lebih besar. 

Penghindaran pajak sengaja dilakukan perusahaan bukan hanya untuk memperkecil tingkat pembayaran pajak 

namun juga digunakan sebagai peningkatan cash flow perusahaan (Ayu, Hariyanti, & Sugiarti, 2022). Perilaku 

penghindaran pajak juga dapat mewakili tindakan subjektif seorang manajer bisnis untuk kepentingan pribadi (Ha, 

Nguyen, & Tran 2022). 

Menurut Elamer, Boulhaga, & Ibrahim (2024), penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan perusahaan 

untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk manfaat pajak sementara maupun permanen. Strategi ini 

semakin dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak di tengah ketidakpastian 

ekonomi. Berkurangnya pendapatan dan adanya berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah menjadi faktor 

yang membuka peluang bagi perusahaan untuk lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak, baik melalui 

kebijakan akuntansi yang fleksibel maupun pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan. 

Tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, penghindaran pajak juga berpengaruh terhadap prinsip 

Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurut Yoon, Lee, & Cho (2021) ESG merupakan evaluasi 

praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola suatu perusahaan dan kombinasi kinerja praktik. Konsep ESG pertama 

kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan United Nations 

Principle of Responsible Investment (UN PRI), yang mendorong investor untuk mempertimbangkan skor ESG 

sebagai faktor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Environmental, Social, Governance (ESG) berperan dalam mengurangi risiko yang terkait dengan praktik bisnis, 

termasuk penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dengan baik cenderung lebih transparan 

dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak, sehingga dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan 

kepercayaan pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan citra publik, reputasi perusahaan, 
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dan membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan melalui berbagai inisiatif, seperti program donasi, 

kegiatan filantropi, dan keterlibatan karyawan dalam aksi sosial. 

Pendekatan yang digunakan dalam ESG adalah pendekatan yang lebih kuantitatif dan analitis dengan menerapkan 

metrik serta indikator tertentu untuk menilai kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. 

Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa permasalahan yang muncul di perusahaan Indonesia terkait 

pelaksanaan kegiatan perusahaan yang kurang dalam memperhatikan kondisi environmental, social, governance 

sekitar perusahaan. Di Indonesia terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan 

manufaktur yaitu, PT Coca Cola Indonesia (2002-2006), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2005), PT 

Kalbe Farma Tbk (2017), PT Bentoel Internasional Investama Tbk (2019). Meskipun legal, tax avoidance dapat 

mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena menurunkan penerimaan negara. Laporan Tax Justice Network 

(2023) menunjukkan bahwa Indonesia setidaknya kehilangan 2.736,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp44 

triliun dari penghindaran pajak oleh perusahaan, dan 69,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1 triliun dari pelarian aset 

ke luar negeri. Jumlah kerugian itu dihitung dengan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

27/KM.10/KF.4/2024. Yakni, senilai Rp16.343 per dolar AS yang berlaku pada 26 Juni 2024 s.d. 02 Juli 2024 

(pajak.go.id).  Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan manufaktur hingga tahun ini belum melaksanakan 

tanggungjawab akan aspek environmental, social, governance di lingkungan sekitar dengan baik, dimana hal ini 

bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/PJOK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan 

Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk bertanggungjawab dalam 

aspek ESG lewat pelaporan laporan keuangan berkelanjutan. 

Pada variabel pengungkapan lingkungan, penelitian Yang, Xu, & Zhu (2022), Gu & Wang (2023), Dul & 

Wicaksono (2024), Huang & Trisnawati (2025) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Wardhana, Arieftiara, & Setiawan (2021) menyatakan 

bahwa pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Pada variabel pengungkapan sosial, penelitian Fourati (2019), Stefani & Paramitha (2022), Saputra, Dwi, & Yulita 

(2022), Wiwik & Nurhayati (2024), Retnoningsih, Astuti, Mahanani, & Alfiyah (2024) menyatakan bahwa 

pengungkapan sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Montenegro (2021), 

Nawangsari, Yudhanti, & Rusyda (2022), Oktarina (2023), Dul & Wicaksono (2024), menyatakan bahwa 

pengungkapan sosial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Pada variabel pengungkapan tata kelola, penelitian Tandean & Winnie (2016), Amanda & Pohan (2024), Santo, 

Manalu, & Angeline (2025), Hermaya, Afdal, & Maya (2025) menyatakan bahwa pengungkapan tata kelola 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Richa & Yuniarwati (2020), Triyanti, 

Titisari, & Dewi (2020), Krisyadi & Anita (2022), Alfarizi & Mulyati (2023), Muid & Wicaksono (2024), 

menyatakan bahwa pengungkapan tata kelola tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka penelitian ini mengangkat tema mengenai hal-hal 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Penelitian ini disusun dengan judul: “Pengaruh 

Pengungkapan Environmental, Social, Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 – 2024”. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab–

akibat antara variabel environmental, social, dan governance (ESG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Pendekatan yang digunakan 

adalah metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual 

report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report) perusahaan. Metode kuantitatif dipilih karena mampu 

mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik serta memungkinkan pengujian 

hipotesis secara empiris (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada periode 2022–2024 sebanyak 344 perusahaan. Sampel penelitian ditentukan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan 

tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Kriteria yang digunakan meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar secara 

berturut-turut pada periode penelitian, tidak mengalami kerugian, menyajikan annual report secara konsisten, serta 

mengungkapkan nilai ESG dalam sustainability report berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax avoidance) yang diukur menggunakan 

Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah 

nilai ETR menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Hanlon & 

Heitzman, 2010; Putri & Fidiana, 2022). Variabel independen terdiri dari environmental disclosure, social 

disclosure, dan governance disclosure. Environmental disclosure diukur menggunakan indeks pengungkapan 
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lingkungan berdasarkan indikator GRI 300, sedangkan social disclosure diukur menggunakan indikator GRI 400, 

dan governance disclosure menggunakan indikator GRI 2. Setiap variabel diukur menggunakan indeks 

pengungkapan dengan membandingkan jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan total item 

pengungkapan yang tersedia dalam standar GRI (Kurniawan, 2019; Fahreza & Inawati, 2023; Syafrullah & 

Muharam, 2019). 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel karena menggabungkan data time series dan 

cross section, sehingga mampu memberikan variasi data yang lebih besar dan menghasilkan estimasi yang lebih 

efisien (Basuki & Prawoto, 2016). Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi EViews. Sebelum pengujian 

hipotesis, dilakukan analisis statistik deskriptif serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar 

analisis (Ghozali, 2021). Selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi data panel melalui uji Chow, uji 

Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, sehingga dapat ditentukan apakah model yang paling tepat adalah Common 

Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model. Setelah model terbaik diperoleh, pengujian 

hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat α = 0,05 untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel ESG terhadap penghindaran pajak perusahaan. 

3. Hasil dan Diskusi 

1. Deskripsi dan Penelitiaan 

Penelitian ini menggunakan data sampel yang terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode tahun 2022 - 2024. Sumber data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

serta laporan keberlanjutan perusahaan yang diakses melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan 

kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun daftar perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria 

tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode tahun 2022-2024. 

344 

2 Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 

tahun 2022-2024. 

(114) 

3 Perusahaan yang tidak menyajikan Annual Report secara 

konsisten selama periode tahun 2022-2024 

(0) 

4 Perusahaan yang tidak menyajikan nilai ESG di Sustainability 

Report dengan menggunakan GRI Standard selama periode tahun 

2022-2024. 

(185) 

 Jumlah Perusahaan Sampel 45 

 Tahun Pengamatan 3 

 Data yang diolah 135 

 Data Outlier (3) 

 Total data akhir 132 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah 

Berdasarkan hasil kriteria pemilihan sampel tersebut disimpulkan bahwa jumlah perusahaan manufaktur periode 

2022-2024 adalah 344 perusahaan. Dari jumlah tersebut, terdapat 114 perusahaan yang dikeluarkan karena 

mengalami kerugian, 185 perusahaan tidak menyajikan nilai ESG berdasarkan GRI Standard selama periode tahun 

tersebut, sehingga jumlah perusahaan sampel adalah 45 perusahaan yang dikurangi 1 data perusahaan selama 3 

tahun teridentifikasi sebagai data outlier. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 44 perusahaan dengan periode tahun pengamatan selama 3 tahun, sehingga total data yang diolah berjumlah 

132 perusahaan. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2021), analisis ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel dengan 

menyajikan nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi, sehingga data dapat 

diuraikan secara lebih terperinci dan sistematis agar mudah dipahami. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi Environmental, Social, Governance, sedangkan variabel dependennya adalah Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance). Berikut disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan: 
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Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Environmental Social Governance 
Penghindaran 

Pajak 

Mean 0.777652 0.776364 0.856591 0.206862 

Median 0.780000 0.780000 0.870000 0.205356 

Maximum 0.900000 0.970000 0.980000 0.304344 

Minimum 0.600000 0.650000 0.630000 0.108830 

Std Deviation 0.063352 0.058011 0.062025 0.039336 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

1. Pada variabel environmental memiliki nilai mean sebesar 0,7756 dengan standar deviasi 0,0651. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata environmental lebih besar dibandingkan standar deviasinya, yang 

berarti variabel environmental memiliki tingkat variasi data yang rendah. Nilai minimum sebesar 0.600000 

pada perusahaan Gudang Garam Tbk (GGRM) tahun 2022 dan nilai besar maximum sebesar 0.900000 pada 

perusahaan ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) tahun 2024 dan Gudang Garam Tbk (GGRM) tahun 

2024. 

2. Pada variabel social memiliki nilai mean sebesar 0,7771 dengan standar deviasi 0,2437. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata social lebih besar dibandingkan standar deviasinya, yang berarti 

variabel social memiliki tingkat variasi data yang rendah. Nilai minimum sebesar 0.650000 pada 

perusahaan Multirasda Arah Sarana Tbk (MASA) tahun 2022 dan nilai besar maximum sebesar 0.970000 

berada pada perusahaan Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) tahun 2023. 

3. Pada variabel governance memiliki nilai mean sebesar 0,8567 dengan standar deviasi 0,0577. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata governance lebih besar dibandingkan standar deviasinya, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variasi data pada variabel governance tergolong rendah. Nilai minimum sebesar 

0.630000 pada perusahaan Lautan Luas Tbk (LTLS) tahun 2023 dan nilai besar maximum sebesar 0.980000 

berada pada perusahaan Gajah Tunggal Tbk (GJTL) tahun 2024 dan Sampoerna Agro Tbk (SGRO) tahun 

2024. 

4. Penghindaran pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,2057 atau sekitar 20,57%, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam sampel secara umum 

membayar pajak sebesar 20,57% dari laba sebelum pajak. Nilai minimum sebesar 0,1088 berada pada 

perusahaan MNC Asia Holding Tbk (BHIT) menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang memiliki beban 

pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya. Sementara itu, nilai maximum 

sebesar 0,3043 berada pada perusahaan Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) menunjukkan bahwa terdapat 

perusahaan yang membayar pajak relatif lebih tinggi terhadap laba sebelum pajaknya, yang dapat 

disebabkan oleh perusahaan memiliki laba kena pajak yang lebih besar. Nilai standar deviasi sebesar 0,0614 

menunjukkan bahwa penyebaran data ETR antar perusahaan relatif kecil, sehingga tingkat penghindaran 

pajak perusahaan dalam sampel cenderung rendah dan tidak bersifat agresif. 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1.) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel memiliki distribusi yang normal. Pengujian ini 

penting karena hasil analisis statistik dapat menjadi tidak valid apabila asumsi dasar distribusi normal tidak 

terpenuhi. Dalam uji ini, dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dan Jarque-Bera dengan tingkat 

signifikansi α = 0,05 untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05, maka residu dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka 

distribusi data dinyatakan tidak normal. 
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Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Gambar 2. Uji Normalitas 

 

Dilihat pada gambar grafik diatas tertera apabila nilai probability 0.567962 yang artinya nilai prob > 0.05 atau 

diartikan data sudah normal. 

2.) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan korelasional antar variabel dalam 

model regresi linier. Apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10, hal tersebut mengindikasikan adanya 

multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 
Coefficient Variance Uncentered  

VIF 

Centered  

VIF 

C 0.006694 576.3915 NA 

Environmental 0.002956 154.9137 1.013659 

Social 0.003482 181.6937 1.001224 

Governance 0.003080 195.6279 1.012645 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Dari hasil uji multikolinieritas yang tertera pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai Centered 

VIF yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 10 (VIF < 10) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 

multikolinieritas antar variabel. 

3.) Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain dalam sebuah regresi. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan  dengan melakukan uji 

White, apabila probabilitas Obs*R-square > 0.05, maka tidak terdapat heterokedastisitas dan apabila probabilitas 

Obs*R-square < 0.05, maka terdapat heterokedastisitas. 

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 1.570236 Prob. F(9,122) 0.1315 

Obs*R-squared 13.70316 Prob. Chi-Square(3) 0.1333 

Scaled explained SS 9.903390 Prob. Chi-Square(3) 0.3584 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Berdasarkan tabel uji heterokedastisitas diatas nilai Prob Chi-Square (Obs*R-squared) 0.1333 > 0.05 atau lebih 

dari nilai signifikansi 0.05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

4.) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin 

Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Jika 0 < d < Dl maka terdapat masalah autokorelasi 

2. Jika dU < d < 4-dL atau dU < d < 4-dU maka tidak terjadi masalah autokorelasi 

3. Jika dL < dU atau 4-dU < d < 4-dL maka tidak ada keputusan 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.155018 Mean dependent var -4.44E-17 

Adjusted R-squared 0.121487 S.D. dependent var 0.038703 

S.E of regression 0.036275 Akaike info criterion -3.750960 

Sum squared resid 0.165805 Schwarz criterion -3.619924 

Log likelihood 253.5634 Hannan-Quinn criter. -3.697713 

F-statistic 4.623135 Durbin-Watson stat 1.950858 

Prob(F-statistic) 0.000660   

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Pengujian Durbin Watson digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi dengan k = 3, n = 132 maka nilai dL 

sebesar 1.6696 dan dU sebesar 1.7624. Sedangkan nilai 4-dL sebesar 2.3304 dan nilai 4-dU sebesar 2.2376. 

Sehinga nilai Durbin Watson sebesar 1.950858 terletak antara (dU < DW < 4-dL) atau 1.7624 < 1.950858 < 2.2376 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi. 

4. Pemilihan Model Regresi Panel 

Dalam menentukan model regresi panel yang paling tepat diperlukan pengujian seperti uji chow, uji hausman, dan 

uji lagrarge multiplier (Ghozali, 2021). Pengujian tersebut berupaya mengidentifikasi model estimasi terbaik yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

1.) Uji Chow 

Uji Chow bertujuan untuk melakukan pengujian pada model yang di regresi dengan Common Effect Model (CEM) 

atau Fixed Effect Model (FEM). Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa CEM lebih tepat maka uji hausman 

tidak diperlukan namun tetap melakukan uji langrange multiplier. Sebalilnya, apabila hasil pengujian 

menunjukkan bahwa FEM lebih tepat maka diperlukan uji lanjutan menggunakan uji hausman untuk memilih 

model regresi yang paling tepat. Ketentuannya yaitu apabila nilai prob cross section Chi Square > 0,05 maka 𝐻𝑜 

diterima, artinya model yang tepat digunakan adalah Common Effect Model. Apabila nilai prob cross section Chi 

Square < 0,05 maka 𝐻𝑜 ditolak, artinya model yang tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Berikut adalah 

tabel yang menunjukkan perbandingan hasil uji model CEM dan FEM. 

Tabel 6. Regresi Common Effect Model dan Fixed Effect Model 

Variabel Common Effect Fixed Effect 

 Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

C 0.118789 0.1490 0.090616 0.1112 

Environmental -0.000851 0.9875 0.085948 0.0244 

Social 0.121069 0.0422 0.011330 0.7877 

Governance -0.006139 0.9121 0.047411 0.1931 

R-squared 0.031946  0.790819  

Adjusted R-squared 0.009258  0.667615  

Prob (F-statistic) 0.243480  0.000000  

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Berdasarkan tabel diatas terlihat perbandingan hasil regresi data panel dari model Common Effect Model (CEM) 

dan Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil regresi, nilai Adjusted R-squared pada Common Effect Model 

hanya sebesar 0.009258, yang menunjukkan bahwa kemampuan model ini dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat rendah. Hal tersebut menandakan bahwa variabel independen Environmental, Social, dan 

Governance dalam model CEM belum mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Selain itu, 

nilai Prob (F-statistic) pada model CEM sebesar 0.243480 (> 0,05), yang berarti bahwa secara simultan variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, pada Fixed Effect Model, nilai Adjusted R-squared meningkat secara signifikan menjadi 0.667615, 

yang menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 67% variasi variabel dependen melalui variabel 

independennya. Nilai Prob (F-statistic) pada model FEM sebesar 0,000000 (< 0,05) menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama variabel Environmental, Social, dan Governance memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 
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Sehingga Fixed Effect Model dinyatakan sebagai model yang paling tepat digunakan untuk analisis regresi data 

panel pada penelitian ini. 

Berikut ini hasil Uji Chow untuk menunjukkan pemilihan model regresi penelitian: 

Tabel 1. Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 7.171285 (43,85) 0.0000 

Cross-section Chi-square 202.235533 43 0.0000 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Berdasarkan hasil uji chow diatas menunjukkan nilai probability pada Cross-section Chi-square sebesar 0.0000 

yang berarti lebih < 0.05 dan nilai probability pada Cross-section F sebesar 0.0000 yang berarti < 0.05. Apabila 

hasil uji model nilai probability Cross-section F < 0.05 maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model dan 

sebalikanya jika nilai signifikansi > 0,05 maka model yang dipilih Common Effect Model. Sehingga dapat 

disimpulkan berdasarkan uji chow diatas maka model estimasi yang dipilih adalah menggunakan 

Fixed Effect Model. 

2.) Uji Hausman 

Hasil yang diperoleh dari uji chow adalah Fixed Effect Model, maka akan dilakukan langkah selanjutnya dengan 

uji hausman yang bertujuan untuk memilih model yang paling tepat antara Fixed Effect Model dan Random Effect 

Model. Ketentuannya, apabila nilainya > 0.05 maka model yang terpilih adalah Random Effect Model. Sebaliknya, 

apabila nilai < 0.05 maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Berikut adalah hasil Uji Hausman untuk 

pemilihan model regresi antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model: 

Tabel 2. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 7.842830 3 0.0494 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Dari hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa Cross-section random memiliki nilai probability sebesar 0.0494 yang 

berarti bahwa nilai tersebut < 0.05 maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model. 

3.) Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier perlu dilakukan dalam memilih model yang paling tepat antara Random Effect Model atau 

Common Effect Model. Uji ini berfungsi sebagai tahap akhir penentuan model yang tepat digunakan. 

Ketentuannya, apabila nilai both > 0,05 maka yang terpilih adalah Common Effect Model. Sebaliknya, apabila nilai 

both < 0,05 maka yang terpilih adalah Random Effect Model. Berikut adalah hasil Uji Lagrange Multiplier untuk 

pemilihan model regresi antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model: 

Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier 

 Cross-section Test Hypothesis Time Both 

Breusch-Pagan 51.62540 0.879270 52.50467 

 (0.0000) (0.3484) (0.0000) 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Dari hasil Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa nilai both sebesar 0.0000 yang berarti bahwa nilai tersebut < 

0.05 maka model yang terpilih adalah Random Effect Model. 

5. Analisis Regresi Data Panel 

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM), yang dipilih 

berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Berikut adalah hasil regresi Fixed Effect Model: 

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Model 

Variabel Coefficient t-Statistic Prob. 

C 0.090616 1.609343 0.1112 

Environmental 0.085948 2.290873 0.0244 

Social 0.011330 0.270130 0.7877 

Governance 0.047411 1.311793 0.1931 

R-squared 0.790819   
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Adjusted R-squared 0.667615   

Prob (F-statistic) 0.000000   

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

Berdasarkan hasil regresi tabel diatas, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.667615 atau 66,7%. Hal ini 

menunjuukan variabel independen yaitu pengungkapan Environmental, Social, Governance mampu menjelaskan 

variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 66,7% sedangkan sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lain 

di luar penelitian ini.  

Hasill regresi bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pengungkapan Environmental, Social, Governance 

terhadap Penghindaran Pajak dan menentukan apakah setiap variabel memiliki efek positif, negatif, atau dapat 

diabaikan. Hasil ringkasan pengujian disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 5. Hasil Pengujian 

No Variabel Prob. Keterangan 

1 Environmental 0.0244 Berpengaruh Positif 

2 Social 0.7877 Tidak Berpengaruh 

3 Governance 0.1931 Tidak Berpengaruh 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12 

6. Pembahasan Hasil Penelitian 

1.) Pengaruh Environmental Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 Environmental Disclosure memiliki nilai t-statistik sebesar 2.290873 

dengan nilai probabilitas 0.0244. Karena nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0,05 

(0.0244 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Environmental Disclosure berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Dengan demikian, Hipotesis 1 dinyatakan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pengungkapan lingkungan suatu perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut 

untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi karena peningkatan pengungkapan lingkungan 

umumnya menimbulkan tambahan biaya, seperti biaya penyusunan laporan keberlanjutan, verifikasi independen, 

serta investasi dalam aktivitas dan teknologi ramah lingkungan, sehingga berpotensi menurunkan laba bersih 

perusahaan. Penurunan laba tersebut pada akhirnya berdampak pada berkurangnya beban pajak yang harus 

dibayar, sehingga penghindaran pajak dapat dilakukan sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas pelaporan 

lingkungan yang dilakukan secara legal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yang et al., (2022), Gu & 

Wang (2023), Juliarto & Krisna (2024), Muid & Wicaksono (2024), Huang & Trisnawati (2025). 

Hal ini didukung oleh Stakeholder Theory, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab 

kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan lainnya. Dalam upaya 

memenuhi harapan pemangku kepentingan terkait transparansi dan kinerja lingkungan, perusahaan meningkatkan 

pengungkapan lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun pada saat yang sama, perusahaan tetap berupaya 

mempertahankan efisiensi fiskal melalui penghindaran pajak yang dilakukan secara legal (Hidayat & Zuhroh, 

2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menyeimbangkan tuntutan 

keberlanjutan dengan strategi pengelolaan beban pajak, sehingga penghindaran pajak tetap selaras dengan tujuan 

memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. 

Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 

tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang 

mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan aspek Environmental, Social,  Governance (ESG) melalui 

laporan keberlanjutan. Regulasi ini mendorong perusahaan untuk lebih transparan terhadap dampak lingkungan 

dari aktivitas operasionalnya. Secara empiris, penerapan pelaporan ESG tidak hanya mencerminkan komitmen 

keberlanjutan perusahaan, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan dalam strategi pengelolaan pajak melalui 

pengakuan biaya lingkungan yang berdampak pada penurunan laba kena pajak. 

Pengungkapan lingkungan berdasarkan GRI 300 mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak 

lingkungan secara menyeluruh, mulai dari penggunaan material (GRI 301), konsumsi dan efisiensi energi (GRI 

302), pengelolaan air dan efluen (GRI 303), perlindungan keanekaragaman hayati (GRI 304), pengendalian emisi 

(GRI 305), hingga pengelolaan limbah (GRI 306) serta penilaian lingkungan dalam rantai pasok (GRI 308). 

Pengungkapan atas indikator-indikator tersebut umumnya diikuti dengan pelaksanaan aktivitas operasional yang 

memerlukan biaya tambahan, seperti penggunaan material daur ulang, investasi teknologi hemat energi, 

pengolahan limbah dan air, rehabilitasi lingkungan, serta pengawasan pemasok berbasis kriteria lingkungan. 

Peningkatan pengakuan biaya lingkungan tersebut berpotensi menurunkan laba kena pajak perusahaan, sehingga 

secara tidak langsung dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal sebagai 
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bagian dari strategi pengelolaan beban pajak. Dengan demikian, semakin luas dan mendalam pengungkapan 

lingkungan berdasarkan GRI 300, semakin besar pula kemungkinan perusahaan memanfaatkan biaya-biaya 

lingkungan yang timbul untuk menjaga efisiensi fiskal tanpa mengabaikan kewajiban terhadap pemangku 

kepentingan. 

Fenomena ini dapat dilihat pada kasus PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) yang terkait dengan peristiwa lumpur 

Lapindo. Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai bencana alam, sehingga berbagai kewajiban finansial 

perusahaan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai biaya atau 

dikecualikan dari kewajiban tertentu. Penetapan status bencana alam tersebut secara tidak langsung berimplikasi 

pada pengurangan beban keuangan dan potensi beban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, pengungkapan 

lingkungan yang dilakukan perusahaan dapat berfungsi sebagai legitimasi atas biaya-biaya lingkungan yang 

timbul, sekaligus menjadi bagian dari strategi pengelolaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum. Dengan 

demikian, kasus BNBR menggambarkan bagaimana pengungkapan lingkungan dapat berkorelasi dengan 

penghindaran pajak sebagai upaya perusahaan menyeimbangkan tuntutan keberlanjutan dengan efisiensi fiskal. 

2.) Pengaruh Social Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 Social Disclosure memiliki nilai t-statistik sebesar 0.270130 dengan 

nilai probabilitas 0.7877. Karena nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05 (0.7877 > 0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa Social Disclosure tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan 

demikian, Hipotesis 2 dinyatakan ditolak. Artinya bahwa, semakin tinggi tingkat pengungkapan sosial maka tidak 

akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

aktivitas sosial perusahaan seperti keselamatan kerja, serta kesejahteraan karyawan, tidak secara langsung menjadi 

faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengeluaran yang dilakukan untuk aktivitas 

sosial tersebut bukan dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak, melainkan merupakan bentuk 

tanggung jawab dan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja serta menciptakan lingkungan kerja 

yang aman, sehat, dan sejahtera. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Montenegro (2021), Nawangsari 

dkk., (2022), Oktarina (2023), Muid & Wicaksono (2024). 

Pengaruh Social Disclosure terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan dari perspektif kepatuhan dan legitimasi 

perusahaan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung melaksanakan dan 

mengungkapkan aktivitas sosial sebagai bentuk pemenuhan kewajiban moral, regulasi ketenagakerjaan, serta 

upaya menjaga citra dan legitimasi di mata pemangku kepentingan, bukan sebagai instrumen perencanaan pajak. 

Pengeluaran untuk aktivitas sosial umumnya bersifat jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan 

operasional perusahaan, sehingga tidak secara langsung berkaitan dengan keputusan manajemen dalam 

meminimalkan beban pajak (Yoon et al., 2021). 

Menurut stakeholder theory, yang menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi 

kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan, masyarakat, konsumen, pemerintah, dan 

pemasok. Hal ini juga dapat dilihat dari pengungkapan sosial yang tercermin dalam indikator GRI 400, seperti 

kepegawaian (GRI 401), kesehatan dan keselamatan kerja (GRI 403), pelatihan dan pengembangan karyawan 

(GRI 404), keanekaragaman dan nondiskriminasi (GRI 405–406), hak pekerja dan masyarakat (GRI 407–411, 

413), serta penilaian sosial pada pemasok dan pelanggan (GRI 414–418). Aktivitas dan pengeluaran yang berkaitan 

dengan indikator-indikator ini bersifat jangka panjang dan lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan 

karyawan, perlindungan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi sosial dan hak asasi, sehingga tidak secara 

langsung dapat digunakan sebagai instrumen penghindaran pajak. Dengan demikian, pengungkapan sosial lebih 

mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dibandingkan sebagai sarana untuk 

mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, sehingga mendukung kesimpulan bahwa Social Disclosure tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

3.) Pengaruh Governance Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 Governance Disclosure memiliki nilai t-statistik sebesar 1.311793 

dengan nilai probabilitas 0.1931. Karena nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05 (0.1931 

> 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Governance Disclosure tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Dengan demikian, Hipotesis 3 dinyatakan ditolak. Artinya bahwa, semakin tinggi tingkat pengungkapan tata kelola 

maka tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa penerapan dan pengungkapan aspek tata kelola seperti struktur dan komposisi badan tata 

kelola, peran dan tanggung jawab dewan dalam pengawasan, kebijakan remunerasi, mekanisme penanganan 

konflik kepentingan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta keterlibatan pemangku kepentingan tidak 

secara langsung mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, pengungkapan 

tata kelola perusahaan merupakan praktik yang secara rutin dilakukan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan 
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dalam memenuhi ketentuan regulasi dan standar pelaporan yang berlaku, guna menjamin transparansi, 

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, meskipun penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik memerlukan investasi biaya tambahan, pengungkapan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai strategi untuk 

meminimalkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Richa & Yuniarwati (2020), 

Triyanti dkk., (2020), Krisyadi & Anita (2022), Alfarizi & Mulyati (2023), Dul & Wicaksono (2024). 

Pengaruh Governance Disclosure terhadap penghindaran pajak dapat dipahami karena penerapan tata kelola 

perusahaan pada umumnya dilakukan untuk memenuhi aturan dan menjaga kepercayaan pihak luar, seperti 

investor dan regulator. Banyak perusahaan membentuk komite audit, menyusun kebijakan internal, serta 

mengungkapkan struktur dewan lebih sebagai bentuk kepatuhan formal, bukan sebagai dasar utama dalam 

menentukan strategi pajak. Keputusan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak 

ditentukan oleh strategi manajemen dalam mengelola beban pajak, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, 

serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun perusahaan memiliki tata kelola yang baik 

dan transparan, hal tersebut tidak secara otomatis memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban 

pajaknya, sehingga Governance Disclosure tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Yoon et al., 2021). 

Menurut stakeholder theory, yang menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi 

kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan, masyarakat, konsumen, pemerintah, dan 

pemasok. Hal ini juga dapat dilihat dari pengungkapan tata kelola yang tercermin dalam GRI 2 yaitu organisasi 

dan praktik pelaporan, seperti rincian organisasi, struktur dan komposisi badan tata kelola, evaluasi kinerja badan 

tata kelola, kebijakan remunerasi, hingga mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan, menekankan pada 

kepatuhan formal, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, bukan pada pengelolaan pajak. 

Aktivitas ini meliputi pengawasan manajemen, komunikasi masalah penting, penerapan strategi keberlanjutan, dan 

pencatatan dampak organisasi terhadap lingkungan dan sosial, yang semuanya berfokus pada legitimasi 

perusahaan di mata regulator dan investor. Karena pengungkapan tata kelola lebih bersifat prosedural dan 

bertujuan memperkuat kepercayaan eksternal, pengeluaran dan aktivitas yang terkait tidak digunakan secara 

langsung untuk meminimalkan kewajiban pajak, sehingga konsisten dengan temuan penelitian bahwa governance 

disclosure tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governanance terhadap 

Penghindaran Pajak studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-

2024 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1.) Pengungkapan Environmental berpengaruh positif terhadap 

Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024. 2.) 

Pengungkapan Social tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024. 3.) Pengungkapan Governance tidak berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024. 
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